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B A B I 
P E N D A H U L U A N 

 
1.1 Latar Belakang 

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi 
2013-2018 adalah salah satu landasan operasional Kinerja yang memuat  capaian 
target dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun yang setiap tahunnya dituangkan 
dalan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan dimaksud pada dasarnya 
untuk mewujudkan visi BPPT Kota Bekasi yaitu  “PELAYANAN PERIZINAN YANG 
CEPAT, MUDAH DAN TRANSPARAN”. 

        Untuk mencapai Visi BPPT,  telah dirumuskan dalam 2 Misi ialah, : 
1. Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi pelayanan; 
2. Meningkatkan Kualitas Layanan E-Government. 

Rencana Kerja (Renja) BPPT Kota Bekasi tahun 2015 disusun untuk dijadikan 
pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang dengan 
kebijakan Rencana Kerja  Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 yang 
memuat Prioritas program dan kegiatan Pembangunan Daerah beserta indikator 
pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPPT. 

 
1.2 Landasan Hukum 

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
(BPPT) adalah UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan 
peraturan yang berkaitan  langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

 
 
 



Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi T.A. 2015 Page- 2 -  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548 ); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817 ); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi; 

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 
Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi; 

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Bekasi                                             
Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013Nomor 11 Seri E); 

19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan pada pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E); 

20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 
Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan 



Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi T.A. 2015 Page- 4 -  

Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi (Berita Acara Lembar Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2008 Nomor 51 Seri D); 

21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 
Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi; 

22. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.17-BPPT/II/2009 tentang 
Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi; 

23. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang 
Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi; 

24. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.240-BPPT/V/2010 tentang 
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor 
503/Kep.23.A.BPPT/II/2009 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kota Bekasi; 

25. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.161-BPPT/IV/2012 tentang 
Perubahan Ketiga Lampiran III Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.16-
BPPT/II/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi; 

26. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang 
Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi; 

27. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.506-BPPT/XII/2012 tentang  
Perubahan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.479-
BPPT/XI/2012tentang  Perubahan Lampiran  Prosedur Tetap/Standard 
Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 
Bekasi; 

28. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.502-Org/XI/2013 tentang Tentang 
Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan 
Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat; 

29. Keputusan Walikota  Bekasi Nomor 050.3/Kep.249-BPPT/V/2014 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.3/Kep.788-
BPPT/XII/2013 Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Bekasi  2013-2018. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 
Rencana Kerja BPPT Kota Bekasi tahun 2015 adalah dokumen 

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah 
yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPPT dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya pada tahun 2015. Rencana Kerja merupakan dokumen 
perencanaan tahunan yang disusun dengan maksud memberikan arah 
sekaligus menjadi acuan bagi kinerja BPPT dalam mencapai tujuan 
organisasi sesuai dengan visi misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, 
sehingga seluruh daya dan upaya yang akandilakukan dapat berjalan secara 
sinergisdalam satu pola sikap dan tindak. 

       Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja BPPT adalah: 
1. Sebagai landasan operasional  penyusunan program dan kegiatan 

prioritas pada Tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2015 dalam mewujudkan 
Visi dan Misi BPPT. 

2. Menyusun strategi rencana  pencapaian indikator kinerja pembangunan 
BPPT Kota Bekasi selama tahun 2015 sebagaimana yang tercantum 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Daerah. 
 

1.4 Sistematika Penulisan 
Penyusunan Rencana Kerja BPPT dengan  sistimatika sebagai berikut: 
BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 
rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya  dapat 
dipahami dengan baik. 
1.1. Latar Belakang 
1.2. Landasan Hukum 
1.3. Maksud dan Tujuan  
1.4. Sistematika Penulisan  
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BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  BPPT TAHUN 2013 DAN CAPAIAN 
RENSTRA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPT )  
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2013 dan Capaian  

Renstra BPPT 
2.1.1 Program kegitan di lingkungan BPPT Kota Bekasi 

2.1.1.1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan pemerintah 
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPT 
2.3 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada BPPT Tahun 

Anggaran 2014 
2.4      Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT 
 2.4.1  Identifikasi Masalah Utama 
             2.4.2  Identifikasi Permasalahan Tugas dan fungsi 

2.4.2.1  Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Usaha 
2.4.2.2  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu 
2.4.2.3  Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan 

BAB III.   Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
                3.1 Visi, Misi dan Tujuan Kota Bekasi 2013-2018 
                      3.1.1  Visi 
                      3.1.2  Misi 
                      3.1.3  Tujuan 
 

  3.2 Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan BPPT Kota    
        Bekasi 2013-2018 

                      3.2.1  Visi 
                      3.2.2  Misi 
                      3.2.3  Tujuan 

     3.2.4  Sasaran 
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan BPPT Kota Bekasi 2013-2018 

                      3.3.1  Strategi 
                      3.3.2  Arah kebijakan Umum BPPT Kota Bekasi 
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BAB IV   Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Tahun 2015 BPPT                 
                Kota Bekasi 
                 4.1 Tujuan dan Sasaran Renja BPPT Kota Bekasi 
                 4.2 Program dan Kegiatan 
                 4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 
                       4.3.1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 
                 4.4 Sasaran dan Indikator Sasaran 
                       4.4.1 Sasaran 
                       4.4.2 Indikator Sasaran 
BAB V    Penutup 
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B A B  II 
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI 
TAHUN ANGGARAN 2013  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja  Badan Pelayanan Perizinan Tetpadu  (BPPT) 
Tahun Anggaran 2014  dan Capaian Renstra Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPPT)  

Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi 
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis  Tahun 2013-
2018. Pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat 
dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait 
dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPPT Kota Bekasi ini menyajikan 
dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil 
yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi 
selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan 
dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 
A. Penetapan Indikator Kinerja  

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 
Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran 
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). 
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, 
buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan 
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang 
telah ditetapkan. 
 

B.  Capaian Analisis Kinerja  
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 
kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 
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2.1.1  Program Kegiatan di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kota  Bekasi 

                   2.1.1.1    Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah 
- Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu 
- Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi 

berstandar ISO 9001:2008 
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Pelayanan Perizinan 
- Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi 

Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi 
berstandar ISO 9001:2008 

- Pembangunan Data Base Perizinan 
 

 
Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja 

tersebut diatas dapat disampaikan dalam Tabel 2.1 uraian penetapan kinerja sebagai 
berikut :  
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Tabel. 2.1  
PENETAPAN KINERJA 

 
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran    : 2015 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target No. Program/Kegiatan Anggaran 

1 2 3 4 5 6 
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82% 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp. 1.600.000.000 

 
 
 

1 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Bekasi  Rp. 350.000.000 

2 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di 
Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008 Rp. 350.000.000 

3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu Rp.          200.000.000 

4 
Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem 
Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan 
Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 
9001:2008 

Rp. 300.000.000 

5 Pembangunan,Pemeliharaan dan 
Pengembangan Data Base Perizinan Rp. 400.000.000 

Jumlah Rp.     1.600.000.000 
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Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun 
2015 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. 
 Pada Tahun Anggaran 2014, BPPT melaksanakan 1  program   dan 5 kegiatan               

Berikut gambaran program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPPT Kota Bekasi 
dalam mencapai target sasaran strategis : 
 Sasaran Strategis  

1 . Tewujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik 
 
Dalam mencapai sasaran strategis tersebut diatas ada  target indikator kinerja yang 
harus di capai  pada Tahun 2014 yaitu : Indeks kepuasan masyarakat meningkat 
(IKM), Untuk mencapai  sasaran strategis dan target Indikator Kinerja,  ada 1 
program dan 6 kegiatan yang secara langsung mendukung tercapainya target 
kinerja, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Perizinan  dan Program 
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Terpadu : 
1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN : 

1) KEGIATAN SOSIALISASI SOP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
KOTA BEKASI 

Kegiatan Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Bekasi Output nya adalah Tersedianya 43 SOP dan 1 Kepwal tentangg 
SOP, 2000 Leaflet, 9 kali tayang Talk Shhow Radio , 24 Kali tayang Radio 
Spot /Iklan , 67 peserta sosialisasi SOP , 10 Spanduk sedangkan 
outcome yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat ,dengan 
dilaksanakannya kegiatan ini maka target indikator sasaran Indeks 
Kepuasan Masyarakat  Tahun 2014 mencapai 81,005%, sedangkan 
Realisasi Anggaran Tahun 2014  sebesar   Rp.225,915.000 ,- atau 
75,31% dari Pagu Anggaran Tahun 2014  sebesar Rp. 300.000.000,-. 
Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yaitu: 

     Sasaran:  
 kegiatan untuk mendukung misi ke – 1 dari RPJMD 2013-2018 

“Pelayanan Publikt”. 
- Tujuan: 
 .Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 
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- Target Renstra : 
IKM : 81 % 

 
2) KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI BERSTANDAR 
ISO 9001:2008 

 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi manajemen Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008 Output nya 
adalah 1 SIMYANDU,1 MODUL DASHBOARD,SMS GATEWAY,1 WEB 
PROFILE ( Pendaftaran Online), 1 Serttifikasi ISO 9001:2008 , 
sedangkan outcome yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat 
,dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka target indikator sasaran 
Indeks Kepuasan Masyarakat  Tahun 2014 mencapai 81,005%, 
sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2014        sebesar   
Rp.344.597.500 ,- atau 98,46 % dari Pagu Anggaran Tahun 2014   
sebesar Rp. 350.000.000,-. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 
manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 
9001:2008 sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yaitu: 

       Sasaran:  
Kegiatan untuk mendukung misi ke – 4 dari RPJMD 2008 – 2013 
“Pelayanan Publik”. 

- Tujuan: 
- Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 
- Target : 

IKM 81%  
3) KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM 

PENGENDALAIAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
    Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu Output nya adalah 1 kali 
revisi Renstra, 1 Renja tahun 2015, LAKIP tahun 2014, IKM 2 buku (2 
semester), 12 bulan laporan penerbitan dan realisasi Perizinan dan Non 
Perizinan sedangkan outcome yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat 
Meningkat ,dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka target indikator 
sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat  Tahun 2014 mencapai 81,005%, 
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sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2014 sebesar   Rp.147.950.000 ,- 
atau 98,63% dari Pagu Anggaran Tahun 2014   sebesar Rp. 
150.000.000,-. Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yaitu: 
Sasaran:  
 kegiatan untuk mendukung misi ke – 1 dari RPJMD 2013-2018 

“Pelayanan Publikt”. 
- Tujuan: 
 .Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 
- Target Renstra 

IKM : 81 % 
 

4) KEGIATAN SINERGITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI 
KOTA BEKASI BERSTANDAR ISO 9001:2008 

Kegiatan Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi 
Berstandar ISO 9001:2008 Output nya adalah 12 bulan dokumen Izin, 
dan 1 buku Rekapitulasi dan Realisasi Laporan Penerbitan Izin 
sedangkan outcome yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat 
,dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka target indikator sasaran 
Indeks Kepuasan Masyarakat  Tahun 2014 mencapai 81,005%, 
sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2014 sebesar   Rp.276.000.000 ,- 
atau 92,00% dari Pagu Anggaran Tahun 2014   sebesar Rp. 
300.000.000,-. Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yaitu: 
Sasaran:  
 kegiatan untuk mendukung misi ke – 1 dari RPJMD 2013-2018 

“Pelayanan Publikt”. 
- Tujuan: 
 .Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 
- Target Renstra 

IKM : 81 % 
 

5) KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 
PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU 
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Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Output nya adalah 22 
unit komputer, 4 unit note book, dan 1 paket server, sedangkan outcome 
yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat ,dengan dilaksanakannya 
kegiatan ini maka target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2014 mencapai 81,005%, sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 
2014 sebesar   Rp.318.490.000 ,- atau 91,00% dari Pagu Anggaran 
Tahun 2014   sebesar Rp. 350.000.000,-. Kegiatan sesuai dengan 
RPJMD 2013-2018 yaitu: 
Sasaran:  
 Kegiatan untuk mendukung misi ke – 1 dari RPJMD 2013-2018 

“Pelayanan Publikt”. 
- Tujuan: 
 .Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 
- Target Renstra 

IKM : 81 % 
6) KEGIATAN PENGADAAN RUANG ARSIP YANG REFRESENTATIF 

Kegiatan Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentati outputnya 
adalah Tersedianya Ruang Arsip yang Refresentatif, sedangkan 
outcome yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat ,dengan 
dilaksanakannya kegiatan ini maka target indikator sasaran Indeks 
Kepuasan Masyarakat  Tahun 2014 mencapai 81,005%, sedangkan 
Realisasi Anggaran Tahun 2014 sebesar   Rp.174.177.625 ,- atau 
49,77% dari Pagu Anggaran Tahun 2014   sebesar Rp. 350.000.000,-. 
Kegiatan sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yaitu: 
Sasaran:  
 Kegiatan untuk mendukung misi ke – 1 dari RPJMD 2013-2018 

“Pelayanan Publikt”. 
- Tujuan: 
 .Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 
- Target Renstra 

IKM : 81 % 
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 Untuk penjelasan tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 
dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2013, dapat dilihat pada 
Tabel  2.1.1 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1.1 
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN  

PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS S.D TAHUN 2013 
KOTA BEKASI 

NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1    Urusan  Wajib          
1 20   Bidang Urusanwajib otonomi daerah,pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian dan Persandian 

         

    Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah    Kegiatan Maintenance Sertifikasi  ISO 9001:2008    Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan   Kegiatan Koordinasi dengan SKPD Teknis tentang Pelayanan Perizinan  

Terwujudnya Pelayanan Perizinan sesuai SOP   1. Terlaksananya Pemeliharaan Serifikasi ISO 9001:2008  1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan    1. Dokumen laporan penerbitan dan realisasi Perizinan dan non perizinan 

83,5%    1 Sertifikat ISO 9001:2008    88 orang    36 buku    

-    Pemeliharaan Sertifikat    88 Orang    36 buku    

81%    -     -    -    

81,005%    -     -    -    

-    -     -    -    

82%    -     -    -    

82%     1 Sertifikat ISO 9001:2008    88 orang    36 buku    

82%    100%     100%    100 %    
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NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

     Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan IT                 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah  Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan      

 2. Dokumen Berita acara tim teknis   1. Terpeliharanya Aplikasi SIMYANDU BPPT Kota Bekasi   2. Terpeliharanya Aplikasi Access Control Security dan Absensi Sistem  3. Terpeliharanya Modul Dashboard dan Aplikasi SMS gateway Simyandu BPPT  4. Terpeliharanya Aplikasi SIMYANDU Kios-K Outdoor  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  1. Terlaksanya Sosialisasi di Pusat Perbelanjaan Terlaksananya Sosialisasi di kecamatan se-Kota Bekasi 

 48  buku    1 Paket    1 Paket     1 Paket     1Paket       1 Paket       

 48 buku    1 Paket    1 Paket     1 Paket     1 Paket       1 Paket       

 -    -    -     -     -       -       

 -    -    -     -     -       -       

 -    -    -     -     -       -       

 -    -    -     -     -       -       

48 buku     1 Paket    1 Paket     1 Paket     1 Paket       1 Paket       

  100%    100%    100%     100%     100%      100%       
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NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

             Kegiatan Penataan Ruang Kantor dan Pengadaan sarana Pendukung pada BPPT                  

 2. Tersedianya Kios-K Outdoor  
3. Terlaksananya Survey IKM  4. Terlaksananya Media Informasi dan Publikasi   1. Tertatanya Ruang Pelayanan Perizinan    2. Tersedianya Perencanaan Teknis, pemeliharaan Gedung   
3. Tersedianya Filling  Cabinet  4. Tersedianya Kursi Tunggu  5. Tersedianya Meja penulisan  

 7 Unit    300 responden   1 paket      1 paket     1 paket        3 Unit   4 unit   1 unit   

 7 unit    300 responden   1 paket      1 paket     1 paket        3 Unit   4 unit   1 unit   

 -    -   -      -     -        -   -   -   

 -    -   -     -    -       -   -   -   

 -    -   -     -    -       -   -   -   

 -    -   -     -    -       -   -   -   

 7 Unit    300 Responden   1 paket      1 paket     1  paket        3 Unit   4 unit   1 unit   

 100%    100%   100%     100%    100%       100%   100%   100%   
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NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

       Kegiatan Pengadan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                       

6. Tersedianya Meja Penerima Tamu  
7. Tersedianya Lemari Arsip   1. Tersedianya Komputer  2. Tersedianya Notebook   3. Tersedianya AC  4. Tersedianya Printer  5. Tersedianya Scaner   6. Tersedianya CupBoard  7. Tersedianya 1 KVM Swith  8. Tersedianya 1 Troley LCD Proyektor    

1 Unit   3 unit     5 unit   2 unit    5 unit  19 unit  3 unit   3 unit   1 unit   2 unit      

1 unit   3 unit    5 unit   2 unit    5 unit  19 unit  3 unit   3 unit   1 unit   2 unit      

-   -     -   -    -  -  -   -   -   -      

-   -    -   -    -  -  -   -   -   -      

-   -    -   -    -  -  -   -   -   -      

-   -    -   -    -  -  -   -   -   -      

1 unit   3 Unit    5 unit   2 unit    5 unit   19 unit  3 unit   3 unit   1 unit   2 unit      

100%   100%    100%   100%    100%  100%  100%   100%   100%   100%      
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NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN   Kegiatan Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif                Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajeman Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Bestrandar ISO 9001: 2008       

 Hasil Survey IKM Pelayanan Perizinan   1. Filling Kabinet  2. AC  
3. Komputer   
4. Scaner  
5. Mobile File  
6. Rak Arsip  
7. Pengadaan Ruang Arsip  
1. Aplikasi Simyandu, Modul Dashboard & SMS Gate Way, Kios-K  dan Web Profile dan Aplikasi Pendaftaran Perizinan Online  2. Maintenance Surveilance ISO 9001:2008 

 83,5%    6 Unit 
3 unit 

22 unit 
3 unit 
1 unit 

20 unit 
1 paket 

  5 Paket        5 paket  

 79,99%    -  -  -   -   -   -     -  
     -  

 81%    6 Unit 
3 unit 

22 unit 
        3 unit 

1 unit 
20 unit 
1 paket 

 
 

5 paket 
 

 
1 paket 

 

 81,005%    -  -  22 unit   -   -   -     5 paket      -  
 

 100%    -  -  100%   -   -   -     100 %      -  
 

 82%    -  -  -   -   -   -     - 
    1 paket    

 82%    -  -  -   -   -   -     -      -  
 

82%     -   100% -   -   -   -     -      - 100% 
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NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

 Kegiatan Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Bestrandar ISO 9001          Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu            Kegiatan Pengembangan Sarana & Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu    

 
1. BA Tim Teknis 

 
2. Laporan 

Penerbitan dan 
Realisasi 
Penerimaan 
Izin dan Non 
Perizinan 
 

1. Renstra 
2. Renja 
3. Lakip 
4. IKM 
5. Laporan 

Evaluasi 
pengaduan dan 
hasil IKM 
 

1. Komputer 
2. Note Book 
3. Server 

 
60 Dokumen 

  5 buku  
 
 

5 buku 
5 buku 
5 buku 
5 buku 
5buku 

 

 

22 unit 
   34 unit 
  1 paket 

  - 
  -  
 
   - 
- 
- 
- 
- 
 

 
   - 
- 
- 

 12 Dok 
1 buku 

 
 

1 buku 
        1  buku 

1 buku 
2 buku 
1 buku 

 
 
 

22 unit 
34 unit 
1 paket 

 12 Dok 
  -  
    - 
- 
- 
- 
- 
 
   - 
- 
- 

 100% 
  -  

    - 
- 
- 
- 
- 
 
   - 
- 
- 

 12 Dok 
1 buku 

     1 buku 
        1  buku 

1 buku 
2 buku 
1 buku 

    - 
- 
- 
 

 12 Dok 
  -  
    - 
- 
- 
- 
- 
 
   - 
- 
- 

 - 
  -  
    - 
- 
- 
- 
- 
 
   - 
- 
- 
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NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

 Kegiatan Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan           Kegiatan Pembangunan Data BasePerizinan   Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu            

 
1. SOP reiew 
2. Leafleat 
3. Kepwal SOP 
4. Media Radio/massa 
5. Sosialisasi SOP 
6. Workhop 
7. Talk Show 
 
 
Data Base Perizinan 
 
 

Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan 

 
 
 
 
 
 
 

 
43 izin 

6000 leafleat  
5 KEPWAL 
6 kali 
4kali 
2kali 
2 kali 

 
Data Base Perizinan 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
-          - 

 
43 izin 
2000 Leafleat 
1 kepwal 
1 kali 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 43 izin 
2000 Leafleat 
1 kepwal 
1 kali 
- 
- 
- 
 
 
 
 
1 Paket 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
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NAMA SKPD    :   BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.  LEMBAR : ........ 
KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR  KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA  TAHUN 2013-2018. 

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013 

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2014 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN   (RENJA SKPD TAHUN 2015) 

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN  

TARGET RENJA  SKPD TAHUN   2014 
REALISASI  RENJA  SKPD TAHUN -2014 

TINGKAT REALISASI (%) 

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) 

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu   

1. Front Office, Ruang Pengaduan, Ruang Srver, Ruang Tunggu, Ruang Prmrosesan Berkas, Ruang Rapat Khusus Pembahasan 

 
100% 

 
- 

 40%  
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 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian sasaran 

yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 
Bekasi.  Sesuai Peraturan yang menjadi dasar terhadap capaian kinerja adalah 
kinerja pelayanan BPPT Kota Bekasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 Sasaran yang ditetapkan dalam Tapkin terutama target tahun 2013 sebanyak 2 
(Dua) buah sasaran. Dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 2.2 
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

NO 

INDIKATOR 
SPM/ 

STANDAR NASIONAL IKK 

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI 
CATATAN 
ANALISIS TAHUN 2013 

(THN N-2) 
TAHUN 

2014 
(THN N-1) 

TAHUN 
2015 

(TNN N) 

TAHUN 
2016 
(THN 
N+1) 

TAHUN 
2013 

(THN N-2) 

TAHUN 
2014 

(THN N-1) 

TAHUN 
2015 

(THN N) 

TAHUN 
2016 

(THN N+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 A. PELAYANAN PERIZINAN SESUAI DENGAN SOP                      

(KEPUTUSAN WALIKOTA 
BEKASI NOMOR 

060/Kep.506-
BPPT/XII/2012  TENTANG 

Perubahan Keputusan 
Walikota Bekasi Nomor : 

060/Kep.479-
BPPT/XI/2012 TENTANG 

PROSEDUR 
TETAP/STANDARD 

OPERATING 
PROCEDURE (SOP) 
BADAN PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU 
(BPPT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terwujudnya Pelayanan Perizinan sesuai SOP   1. Terlaksananya Pemeliharaan Serifikasi ISO 9001:2008  2. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan    3. Dokumen laporan penerbitan dan realisasi Perizinan dan non perizinan  4. Dokumen Berita acara tim teknis   5. Terpeliharanya Aplikasi SIMYANDU BPPT Kota Bekasi  

75%    Pemeliharaan Sertifikat    88 Orang    36 buku     48 buku    1 Paket   

81%    Pemeliharaan Sertifikat    -    24 buku     48 buku    -   

82%   Pemeliharaan Sertifikat    -    24 buku     48 buku    -   

82,05%    Pemeliharaan Sertifikat       24 buku     48 buku    -   

79,99%    Pemeliharaan Sertifikat    88 Orang    36 buku     48 buku    1 Paket   

81,01%    -     -    -     -    -   

82%%    Pemeliharaan Sertifikat   -    -     -    -   

82,05%    Pemeliharaan Sertifikat     -    -     -    -  
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                B. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Terpeliharanya Aplikasi Access Control Security dan Absensi Sistem  7. Terpeliharanya Modul Dashboard dan Aplikasi SMS gateway Simyandu BPPT  8. Terpeliharanya Aplikasi SIMYANDU Kios-K Outdoor  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  9. Terlaksanya Sosialisasi di Pusat Perbelanjaan Terlaksananya Sosialisasi di kecamatan se-Kota Bekasi  10. Tersedianya Kios-K Outdoor  11. Terlaksananya Survey IKM   12. Terlaksananya Media Informasi dan Publikasi  13. Tertatanya Ruang Pelayanan Perizinan   14. Tersedianya Perencanaan Teknis, pemeliharaan Gedung 

 1 Paket     1 Paket     1 Paket       1 Paket       7 unit   300 responden    1 paket     1 paket     1 paket    

 -     -     -       -       -   300 responden   1 paket     -     1 paket    

 -     -     -       -       -   300 responden   -    -    -   

 -     -     -       -       -   300 responden   1 paket     -   -   

 1 Paket     1 Paket     1 Paket       1 Paket       7 unit   300 responden    1 paket     1 paket     1 paket    

 -     -     -       -       -   -    -     -     -    

 -     -     -       -       -   -    -    -    -   

  -     -     -       -       -   -    -    -    -  
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   15. Tersedianya Filling  Cabinet  16. Tersedianya Kursi Tunggu  17. Tersedianya Meja penulisan  18. Tersedianya Meja Penerima Tamu  19. Tersedianya Lemari Arsip  20. Tersedianya Komputer  21. Tersedianya Notebook  22. Tersedianya AC  23. Tersedianya Printer  24. Tersedianya Scaner   25. Tersedianya CupBoard  26. Tersedianya 1 KVM Swith  27. Tersedianya 1 Troley LCD Proyektor   28. Mobile File  
29. Rak Arsip 

  3 Unit   4 unit   1 unit   1 unit   3 unit   5 unit   2 unit   5 unit  19 unit  3 unit   3 unit   1 unit   3 unit    -  - 

  6 Unit   -   -   -   -   26 unit   4 unit   3 unit  -  2 unit   -   -   -     1 unit  20 unit 

  -   -   -   -   -   -   -   -  -  -   -   -   -       

 -    -   -   -   -   -   -   -   -   -  -  -   -       

  3 Unit   4 unit   1 unit   1 unit   3 unit   5 unit   2 unit   5 unit  19 unit  3 unit   3 unit   1 unit   2 unit       

  -   -   -   -   -    -   -   -  -  -   -   -   -       

  -   -   -   -   -   -   -   -  -  -   -   -   -       

   -   -   -   -   -   -   -   -  -  -   -   -   -      



Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi T.A. 2015 Page- 28 -  

 
30. Pengadaan Ruang Arsip  
35. Aplikasi Simyandu, Modul Dashboard & SMS Gate Way, Kios-K  dan Web Profile dan Aplikasi Pendaftaran Perizinan Online  36. Pelatihan IT  
39. Renstra 
40. Renja 
41. Lakip 
42. IKM 
43. Laporan Evaluasi 

pengaduan dan hasil 
IKM 

44. Server 
45. SOP reiew 
46. Leafleat 

 
47. Kepwal SOP 
48. Media Radio/massa 
49. Sosialisasi SOP 
50. Workhop 
51. Talk Show 
 
 
 
 
 

  -   
-      -  - -  -  - 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
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Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan 

 
52. Front Office, Ruang Pengaduan, Ruang Srver, Ruang Tunggu, Ruang Prmrosesan Berkas, Ruang Rapat Khusus Pembahasan 53. Data Base Perizinan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   

 
 

40% 
     1 paket 

      
15%       1 paket 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
  

 
 

40% 
     1 paket  

  
   15%        

1 paket 
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2.3 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 
1. Program Peningkatan  Pelayanan Perizinan 

1) Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi; 
2) Peningkatan Sinergitas dengan SKPD Teknis sesuai SOP Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi berstandar ISO 
9001:2008; 

3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan 
Perizinan Terpadu; 

4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan 
terpadu  di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008; 

5) Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif; 
6) Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Terpadu. 
 
2.4 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPT KOTA 

BEKASI : 
2.4.1   Identifikasi Masalah Utama dalam Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 
Bekasi 
 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai 
penyelenggara pelayanan perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi 
saat ini antara lain:  
1. Kompetensi Sumber daya aparatur pelayanan  Perizinan yang belum 

Optimal; 
2. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT belum 

optimal; 
3. Sinergitas SKPD Teknis  kurang optimal;  
4. Belum memiliki Ruang Arsip;  
5. Implementasi  waktu penyelesaian Proses Perizinan  belum sesuai 

dengan SOP; 
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6. Belum Tersedia   Data Basedari SKPD teknis (antara lain:peta lokasi, 
titik  Lokasi, dll) yang berhubungan dengan objek perizinan  berdasarkan 
Pelimpahan Kewenangan  yang ada; 

7. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; 

8. peraturan perundangundangan  yang berlaku masih ada yang tumpang 
tindih dengan SKPD Teknis;  

9. Masih ada Peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis; 

10. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang optimal. 
 

Dengan permasalahan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan Isu-isu 
Strategis sebagai berikut : 

1. Pemahaman masyarakat tentang layanan BPPT masih rendah; 
2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif; 
3. Penerapan Informasi Teknologi yang belum optimal. 

 
2.4.2  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi pada saat ini menjalankan  
tugasnya sebagai aparatur Pelayanan kepada masyarakat dalam melayani 
perizinan di Kota Bekasi, adapun perizinan yang dilaksanakan di BPPT kota 
Bekasi berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.502-
Org/XI/2013 tentang Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPPT) dan Camatadalah sebagai berikut: 
2.4.2.1  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, meliputi : 

1. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana 
Tapak(Site Plan); 

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  
3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (PPR); 
4. Izin Gangguan; 
5. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);  
6. Izin Usaha Industri (IUI);  



Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi T.A. 2015 Page32  

7. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 
8. Izin Usaha Toko modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat 

Perbelanjaan( IUPP). 
2.4.2.2  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu, yang meliputi: 

1. Izin Trayek Angkutan  Kota;  
2. Izin Usaha Angkutan (SIPA);  
3. Izin Penyelenggaraan atau Pemasangan Reklame;  
4. Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);  
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 
6. Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C;  
7. Izin Pengeboran  Air Bawah Tanah (IP) ; 
8. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA); 
9. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); 
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 
11. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah 

(IUPPAT); 
12. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (IJBAT); 
13. Izin Explorasi Air Bawah Tanah (IE); 
14. Izin Lingkungan; 
15. Izin Penyelenggaraan Hiburan. 
 

 
2.4.2.3  Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, yang meliputi :  

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP); 
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
3. Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar 

Perusahaan (Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer); 
4. Pengesahan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran;  
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ meliputi : tanah, 

penggunaan alat berat, panggung reklame, bangunan); 
6. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta;  
7. Izin Lokasi; 
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8. Izin Pelayanan Kesehatan; 
1) Izin Apotek; 
2) Izin Pedagang  Eceran Obat (Toko Obat); 
3) Izin Optikal; 
4) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Salon Kecantikan; 
5) Izin Klinik Kecantikan; 
6) Izin Laboratorium Klinik Swasta; 
7) Izin Rumah Bersalin; 
8) Izin Pengobatan Tradisional; 
9) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi; 
10) Izin Balai Pengobatan; 
11) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta; 
12) Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta; 

9. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
10. Izin Usaha Penanaman Modal; 
11. Izin Pencabutan dan Penutupan SIUP; 
12. Pengesahan Amdal UKL-UPL. 
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BAB III 
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
 Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang efektif adalah SKPD yang 
mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja 
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk membuat sebuah Rencana Kerja yang 
Efektif dan Efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan 
sebuah visi dan misi. 
Visi adalah gambaran tentang masa depan yang lebih baik, mendekati harapan, atraktif, 
dan realistis. Visi menunjukkan arah pergerakan suatu organisasi dari posisinya saat ini 
ke masa depan atau dengan kata lain, visi merupakan jembatan antara masa kini dan 
masa depan. 

  
3.1  VISI, MISI DAN TUJUAN KOTA BEKASI 2013-2018 

 
3.1.1 VISI 
 Visi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 adalah “Bekasi Maju, 

Sejahtera  dan Ihsan”. 
 “Bekasi Maju” 
 Menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang 

dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan 
sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju. 

 “Bekasi Sejahtera” 
 Menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat 

dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, 
terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial 
dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. 

 “Bekasi Ihsan” 
 Menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan 

perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan 
masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan 



Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi T.A. 2015 Page35  

meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan 
kehidupan yang beradab. 

3.1.2 MISI 
1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan 

pertumbuhan kota. 
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan 

pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim 
usaha yang kondusif. 

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan 
damai. 

 
3.1.3 TUJUAN 

1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan 

pertumbuhan kota. 
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan 

pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim 
usaha yang kondusif. 

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan 
damai. 

 
3.2 VISI,  MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  BADAN 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI 2013-2018 
 Dalam rangka mendukung Visi Kota Bekasi,  Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Bekasi sebagai satuan kerja  perangkat daerah di bidang 
pelayanan perizinan terpadu menetapkan VISI Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Bekasi  “PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH DAN 
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TRANSPARAN”yang mendukung RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 guna 
mewujudkan Visi Ihsan dan Misi ke-1 tentang tata kelola Pemerintahan yang baik 
 

 
 3.2.1.    VISI 

“Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan”.  
Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengandung 
makna adalah sebagai berikut : 
1. Pelayanan perizinan yang CEPAT. 
 Bermakna bahwa proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan 

tata cara yang cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
2. Pelayanan perizinan yang MUDAH. 
 Bermakna bahwa proses pelayanan perizinan tidak berbelit-belit, 

mudah, dimengerti dan tidak melibatkan personil yang melebihi beban 
dan volume kerja yang berdampak pada biaya. 

3. Pelayanan perizinan yang TRANSPARAN. 
 Bermakna proses pelayanan perizinan bersifat terbuka, dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. 
3.2.2 MISI 

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun 
kedepan (2013-2018), maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Bekasi menetapkan misi sebagai berikut : 
1.Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi Pelayanan; 
2.Meningkatkan Kualitas Layanan E-Government. 

 
3.2.3     TUJUAN 

Tujuan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi 
tahun 2013-2018  dengan target IKM BPPT Kota Bekasi Tahun 2018 
adalah 83,5%, adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Bekasi antara lain : 
1. Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik 

3.2.4  SASARAN 
1. Terwujudnya Tata kelola Kepemerintahan yang baik 
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3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU (BPPT)  KOTA BEKASI 2013-2018 

        Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Kota Bekasi, dan untuk pencapaian target pembangunan telah disusun Arah 
Kebijakan Umum yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018. 

 
3.3.1  STRATEGI 

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 
 

3.3.2   ARAH KEBIJAKAN UMUM BADAN PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI 

 Arah kebijakan Umum Pembangunan Kota Bekasi 2013-2018 
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi terdiri dari 1  Arah 
Kebijakan adalah sebagai berikut: 
1. Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata kelola kepemerintahan 

yang baik. 
 

 
Tabel 3.1 

Strategi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan  
BPPT Kota Bekasi 

 
VISI     :  Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan 
MISI     :   1.  Peningkatan Efektifitas dan Optimalitas Pelayanan; 2.  Meningkatkan Kualitas Layanan E-Government. 

STRATEGI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN 
Reformasi Birokrasi dan 
Pelayanan Publik 

Tujuan dari misi ke-1 
Menyelenggarakan 
Tata Kelola Keperintahan yang 
baik 

Terwujudnya Tata 
Kelola 
Kepemerintahan yang Baik 

Reformasi Birokrasi 
untuk Mewujudkan Tata 
Kelola kepemerintahan yang Baik 
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Tabel 3.2 
PENETAPAN KINERJA 

 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 
Tahun Anggaran : 2015 

Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Target No. Program/Kegiatan Anggaran 

1 2 3 4 5 6 
Terwujudnya 
Tata Kelola 
Kepemerintah
an yang Baaik 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82%  Peningkatan Pelayanan Perizinan 
 

Rp.  
 

1.600.000.000 

 
 
 

 

  

1 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi  
Rp.  350.000.000 

2 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008  
Rp. 350.000.000 

3 
 
Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu 
 

Rp. 200.000.000 

4 
 
Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota 
Bekasi Berstandar ISO 9001:2008 

Rp. 300.000.000 

5 
 
Pembangunan Data Base Perizinan 
 

Rp. 400.000.000 
 

   J U M L A H Rp 1.600.000.000 
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BAB IV 
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN 

PELAYANAN  PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA  BEKASI  
 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota  
Bekasi  
        Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan 
serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 
oleh instansi pemerintah. 
        Dalam Renstra BPPT Kota Bekasi 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan 
kedalam Program/Kegiatan SKPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan BPPT Kota 
Bekasi 2013-2018. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu 
SKPD.  
        Tujuan dari Recana Kerja (RENJA) BPPT Kota Bekasi tahun 2015 adalah 
memberikan gambaran tentang rencana kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
(BPPT) Kota Bekasi dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan.  
        Renja ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (Check and 
balance) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan 
dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  (BPPT) Kota Bekasi. Rencana Kerja 
(Renja) diharapkan dapat mengimplementasikan Rencana Strategi Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu (BPPT) 2013-2018: 
 

4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN  
        Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah 
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 
        Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan salah satu lembaga 
teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota Bekasi 
dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi 
dibidang perizinan dan  non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu 
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 
        Program dan kegiatan yang dirancang BPPT kota Bekasi tahun 2015 berpedoman 
\pada Rencana Strategis BPPT yang terdiri dari : 
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Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 
                 Program ini merupakan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang 
prima. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas 
pelayanan PTSP adalah dengan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
yang dilakukan secara berkala oleh BPPT  dalam 1 (satu) tahun / 2 semester dalam 
6 bulan; 

 
        Adapun Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 
Bekasi Tahun 2015 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual 
dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan. Program dan 
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPT Kota Bekasi adalah merupakan program 
dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 
BPPT Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 
2013-2018  Kota Bekasi. 
        Dalam dokumen Renstra tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2015 BPPT 
memiliki 1 program dan 5 kegiatan yang terdiri atas Belanja Langsung Urusan dengan 
total anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( Satu Milyar Enam Ratus  Juta  Rupiah ) 
Rencana Capaian Target Kinerja akan di uraikan pada Bab berikutnya dan perbandingan 
Anggaran pada masing-masing program Tahun2013,  2014 dan Tahun Rencana ( Tahun 
2015 ). Lihat Tabel 4.2: 
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Tabel 4.2 
Tabel Anggaran Program Tahun 2013, 2014 dan 2015 

NO PROGRAM ANGGARAN 
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 

1 Program 
Peningkatan  
Pelayanan 
Perizinan 
 

- Rp. 1.800.000.000,- Rp.  1.600.000.000,- 

2 Program 
Pengadaan, 
Pembangunan, 
Peningkatan dan 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur  

Rp. 400.000.000,- - - 

3 Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Pemerintah 

Rp. 1.147.500.000 - - 

JUMLAH Rp. 1.547.000.000,- Rp. 1.800.000.000,- RP. 1.600.000.000,- 
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4.3 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 

 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi dalam hal ini untuk 
memberikan arahan yang lebih jelas dalam penentuan Prioritas Program Kegiatan 
tahun 2014 s.d 2018 yang harus dilaksanakan sesuai Renstra BPPTKota Bekasi 
2013-2018 adalah sebagai berikut: 
4.3.1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan , yang terdiri dari : 

1) Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;  
2) Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Bekasi; 
3)  Sinergitas  Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar 

ISO 9001:2008; 
4) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan 

Perizinan Terpadu; 
5) Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT Tahun 

2016,2017,2018; 
6) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data  Sistem Informasi Manajemen 

Pelayanan Perizinan terpadu  di Kota Bekasi berstandar ISO 
9001:2008; 

7) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan 
Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008; 

8) Pembangunan Data Base Perizinan; 
9) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Perizinan; 
10) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Terpadu; 
11) Pengadaan Ruang Arsip yang Rrefresentatif. 

 
 

4.4 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 
 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi dalam hal ini untuk 
memberikan arahan yang lebih jelas dalam penentuan  kegiatan yang perlu 
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 
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4.4.1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan , yang terdiri dari : 
1. Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;  
2. Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 

9001:2008; 
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan 

Perizinan Terpadu; 
4. Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen 

Pelayanan Perizinan Terpadu  di Kota Bekasi berstandar ISO 
9001:2008; 

5. Pembangunan Data Base Perizinan; 
Program dan kegiatan yang direncanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPPT) Tahun 2015 sebagaimana tabel  4.4.1
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TABEL 4.4.1 
RENCANA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG  URUSAN PADA 

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
KOTA BEKASI 

TAHUN ANGGARAN 2015 

NO PROGRAM/ KEGIATAN LATAR BELAKANG MASALAH/DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN BENTUK/RINCIAN KEGIATAN OUTPUT (KELUARAN) OUTCOME (HASIL) BIAYA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 
 
 
1. 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Sosialisasi SOP Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu Kota 
Bekasi 

 
Pemahaman masyarakat 
terhadap perizinan masih 
rendah  
Dasar Hukum  
Kepwal No. 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang 
Prosedur Tetap Standard 
Operating Procedure /SOP 
Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu 

 
Terwujudnya 
Tata Kelola 
Kepemerintahan 
yang baik 

 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat( 
IKM ) 

 - SOP Review 
dan Kepwal 
tentang SOP - Lea flet - Sosialisasi melalui Talk 
Show, Radio 
Spot / Iklan dan 
Media massa - Sosialisasi terhadap 
aparatur  - Sosialisasi 
Perizinan 
terhadap 
masyarakat - Spanduk dan Baligho - Video Profile - Buku saku 

   
Tersedianya  : 

 
-1 kali Review 43 jenis 
Izin dan 1 Kepwal 
tentang SOP - 1300 Lea flet - 8 kali Talk show - Radio Spot / Iklan 

15 Kali - 10 Media massa - 150 peserta Sosialisasi SOP 
Aparatur - 100 peserta 
Sosialisasi Pelayanan 
Perizinan - 2 Spanduk - 1 Video Profile - 500 Buku saku 

 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
Meningkat 

 

 
Rp. 350.000.000. 
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2. 
Sinergitas Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu di Kota 
Bekasi 
berstandar ISO 
9001:2008 

- Meminimalisasikan terjadinya proses 
penyalahgunaan Keuangan 
Negara atau tindak Pidana 
Korupsi 

- Meningkatkan Produktifitas 
dan kinerja 

- Perlu adanya survey 
kepuasan masyarakat (IKM) 
terhadap pelayanan 
perizinan 

DasarHukum  Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi 
dan tatakerja unit Pelayanan 
Perizinan terpadu di daerah 
Bab V pasal 2 

      " Pegawai yang ditugaskan 
pada Badan/ Kantor 
sebagaimana tertera pada 
ayat (1) dapat di berikan tunjangan khusus/ Insentif 
sesuai dengan Kemampuan 
Keuangan Daerah 

Terwujudnya Tata Kelola 
Kepemerintahan 
yang baik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat ( 
IKM ) 

- Dokumen Izin 
- Rekapitulasi 

dan realisasi 
laporan 
penerbitan izin 

 
 
 

- 12 Bulan ( 28 jenis izin) 
- 1 Dokumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Meningkat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rp. 350.000.000. 

 
3.  

 
 
 

 
Peningkatan 
efektifitas pelaksanaan 
Sistem 
Pengendalian 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu; 
 
 

 
Dalam rangka mewujudkan 
Good Governance diperlukannya  Tata Kelola 
Pemerintahan yang baik. 
Dasar Hukum  
Permendagri Nomor 54 Tahun 
2010  Tentang Pelaksanaan 
Pp Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan 
Daerah 

 
Terwujudnya 
Tata Kelola Kepemerintahan 
yang baik 

 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat ( 
IKM ) 

 
- RENSTRA 
- RENJA 2016 
- LAKIP 2015 
- IKM  
- Laporan 

Penerbitan 
dan Realisasi 
Perizinan dan non perizinan 

 
 
 
 

 - 1 kali revisi Renstra - 1 Renja 2016 - 1 LAKIP 2015 - 2 Dokumen IKM - 12 Bulan Laporan Peneribitan dan 
Realisasi Perizinan 
dan Non Perizinan  

 
Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
Meningkat 
 
 
 
 

 
 
Rp. 200.000.000. 
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 4.  Pemeliharaan 
dan 
Pengelolaan 
Data Sistem 
Informasi 
Manajemen 
Pelayanan 
Perizinan 
terpadu  di Kota 
Bekasi 
berstandar ISO 9001:2008 

  Software  dan aplikasi 
penunjang dan pendukung 
Simyandu adalah program 
komputerisasi sistem 
pelayanan perizinan terpadu 
di BPPt Kota Bekasi 
PerizinanTerpadu.   

  Program komputerisasi Sistem Pelayanan Perizinan 
Terpadu (SIMYANDU) harus 
dipelihara secara terus 
menerus .  

 
 
Dasar Hukum 
   Undang –undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 

keterbukaan Informasi Publik 
 

 Terwujudnya 
Tata Kelola 
Kepemerintahan 
yang baik 

 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat ( 
IKM ) 

 - Penambahan 
SIMYANDU 
terhadap 13 jenis 
Izin dan Non Izin - Kios-K dan Web 
Profile 
(Pendaftaran On line) - Pelatihan IT - Aplikasi Rekap Pajak dan 
Retribusi Daerah - Sertifikasi ISO 9001:2008 

 - 1 kali Penambahan 
SIMYANDU terhadap 
13 jenis Izin Dan Non 
Izin - 11 Unit Kios-K dan 1 
Web Profile - Pelatihan IT 7 Orang - 1 Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi 
Daerah - 1 Sertifikasi ISO 
9001:2008 
 

 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
Meningkat 

  
Rp.300.000.000. 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. 
 
 
Pembangunan Data Base 
Perizinan 

 
 
Perlunya Penyimpanan Dokumen Perizinan yang 
respentatif  dan mandiri  
Dasar Hukum 
Undang undang No. 43  
tahun 2009 tentang 
Kearsipan 

 
 
Terwujudnya Tata Kelola 
Kepemerintahan 
yang baik 

 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat ( 
IKM ) 

 
  Sistem Data Base Arsip 

Perizinan  

 
 
1 Sistem Data Base Arsip Perizinan: 
 

 
 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Meningkat 

 
 
Rp.400.000.000. 

Jumlah Rp.1.600.000.000 
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4.5   SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 
 Strategi jangka menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 

Bekasi dapat menghasilkan rumusan Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai 
berikut : 
4.5.1   SASARAN 

 
4.5.1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik 

 
4.5.2 INDIKATOR SASARAN 

 
1. Indeks Kepuasan Masyarakat; 

Ukuran  :     % 
Rumus :     Jumlah hasil survey 
Ukuran  :     % 
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B A B  I V 
P E N U T U P 

 
Dalam rangka mewujudkan Renstra BPPT 2013-2018 diperlukan Rencana 

Kerja Tahunan yang dapat dilaksanakan secara efisien, efektif  serta tepat 
sasaran. 
        Renstra 2013-2018 yang diimplementasikan dengan Rencana Kerja 
(RENJA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka meningkatkan efektifitas dan 
optimalisasi pelayanan dan meningkatkan penyelesaian perizinan sesuai waktu 
berdasarkan SOP. 

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya 
pembangunan di bidang perizinan tergantung dari peran aktif, semangat, daya 
juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang 
terkait dengan bidang pelayan perizinan di Kota Bekasi serta didukung dengan 
sistem Informasi Teknologi. 
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-
hal seperti berikut ini: 
 
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga 

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2. Pengkomunikasian/ sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlibat 
secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan 
motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah 
dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan implementasi 
Renja dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian 
sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renja yang dibuat. 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh 
seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara 
disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak 
boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk 
memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu 
komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak untuk memastikan semua 
pihak berjalan sesuai dengan Renja yang telah dibuat. 
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4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk 
mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan 
mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara 
perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa berupa 
penyesuaian terhadap Renja untuk pencapaian visi dan misi organisasi. 

5. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam 
Renja ini secara kontinyu untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
pelaksanaan Renja yang telah dibuat. 

6. Dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi akan dilaksanakan 1 (satu) Program 
dengan 5 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2015 
Sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah). 

  
Semoga Rencana Kerja ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai 

tujuan akhir yaitu  “ Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan 
program Peingkatan Pelayanan Perizinan ” serta tercapainya Visi BPPT Kota 
Bekasi Pelayanan Perizinan Yang CEPAT, MUDAH, MUDAH dan 
TRANSPARAN.  

 
Di tetapkan di  :  Bekasi 
Tanggal  : 

 
                                                KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  

KOTA BEKASI 
 

  
 

 Drs. AMIT RIYADI, M. Si  
   

 
 

ttd 


